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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum warisan di Indonesia sejak dahulu sampai saat ini masih beraneka 

ragam bentuknya, masing-masing golongan penduduk tunduk kepada aturan hukum 

yang berlaku kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 IS Jo Pasal 131 IS. 

Golongan penduduk tersebut terdiri dari:

- Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka

- Golongan Timur Asing Tionghoa dan Non Tionghoa

- Golongan Bumi Putera.

Berdasarkan peraturan Perundang-undangan R.I. UU No. 62/1958 dan

Keppres No. 240/1957 pembagian golongan penduduk seperti diatas telah dihapuskan 

tentang hukum waris ini dapat dilihat di dalam Hukum Kewarisam Islam, Hukum 

Adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Ketiga sistem hukum 

tersebut memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing sehingga mengakibatkan 

terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Namun demikian apabila 

berbicara persoalan hukum waris, maka tidak terlepas dari 3 ( tiga ) unsur pokok 

yaitu: adanya harta peninggalan atau kekayaan pewaris yang disebut warisan, adanya

pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan adanya ahli
n

waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta

warisan.
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Tidak selamanya mendengar dan menguraikan tentang hukum waris, teringat 

kepada seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka yang 

langsung dapat dibagi-bagikan kepada seluruh ahli waris untuk dapat memiliki dan 

dikuasai secara bebas, tetapi adakalanya terjadi pewaris dalam arti penunjukan atau 

penerusan harta kekayaan pewaris sejak pewaris masih hidup

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia 

sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan 

kematian. Pada prinsipnya hukum waris yaitu hukum yang mengatur segala sesuatu 

yang berkenaan dengan peralihan hak dan/atau kewajiban atas harta kekayaan 

seseorang yang wafat kepada ahli warisnya, jadi dalam hukum Islam pembagian 

waris baru ada kepastian pembagiannya dan baru dibicarakan saat sudah ada 

kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum 

kematian seseorang di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.

Penyelesaian mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat 

adanya kematian seseorang diatur oleh hukum waris, memuat tentang peraturan- 

peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta 

benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari 

suatu angkatan manusia kepada keturunannya1. Menurut R. Santoso Pudjosubroto 

beliau mengemukakan bahwa sengketa pewarisan timbul apabila ada orang yang 

meninggal, kemudian terdapat harta benda yang ditinggalkan, dan selanjutnya

Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat. Penerbit Universitas, 1966, halaman 72
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terdapat orang-orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu, kemudian 

lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu.

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum islam sangat berbeda 

dengan wujud warisan menurut hukum waris Barat sebagaimana diatur dalam B W. 

Warisan atau harta peninggalan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak- 

hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal 

dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Dari sifat kekeluargaan yang parental dan dihubungkan pula kepada hak 

perorangan atas harta terlihat dua azas pokok kewarisan dalam Hukum Islam3 yaitu:

1. Asas Bilateral

Asas Bilateral dalam hukum kewarisan berarti bahwa seseorang menerima

hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kekeluargaan yaitu dari pihak

keturunan yang laki-laki dan kerabat garis keturunan perempuan. Asas ini secara 

nyata dapat dilihat dari firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 170. 

Maksud dari surat an- Nisa dalam ayat 11 dinyatakan:

a. anak perempuan berhak menerima warisan dari ayah dan ibu sebagaimana 

didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan seorang anak laki-laki 

mendapat bagian sebesar bagian dua anak perempuan;

2 • • •3 R- Wirjono Projodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Sumur Bandung, 1983 halaman 13. 
Amir Syarifuddin, **,Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam "Angkasa Raya. 1993 

halaman 164-165
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b. ibu berhak mendapat warisan dari anak-anaknya, baik yang laki-laki maupun 

Begitu pula ayah berhak menerima warisan dari anak-anaknya 

baik laki-laki maupun perempuan. Bagian masing-masinga adalah 1/6

perempuan.

Dalam ayat 12 dijelaskan bahwa:

a. bila pewaris seorang laki-laki yang meninggal lebih dulu, saudaranya yang 

laki-laki berhak mendapat harta peninggalannya; begitu pula saudaranya yang 

perempuan berhak mendapat harta warisan itu;

b. bila pewaris adalah seorang perempuan yang meninggal lebih dulu, maka 

saudaranya baik laki-laki maupun perempuan berhak menerima harta

warisannya.

Dalam surat An-Nisaa ayat 176 dijelaskan lagi maksud ayat 12 tersebut:

a. seseorang laki-laki tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai

saudara perempuan, maka saudaranya yang perempuan itu berhak menerima

harta peninggalannya;

b. seseorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan sedangkan ia

mempunyai saudara laki-laki, maka saudaranya itu menerima harta

warisannya.

Dengan memperhatikan beberapa ayat surat An-Nisaa tersebut jelas bahwa 

kewarisan Islam menjalankan sistem dua garis kewarisan yaitu melalui garis laki-
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laki dan melalui garis perempuan baik garis ke atas, garis ke bawah dan begitu 

pula garis kesamping. Cara kewarisan seperti inilah yang disebut kewarisan 

menurut asas Bilateral.

2. Asas Individual

Hukum islam menjalankan asas kewarisan secara individual; dengan arti 

bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. 

Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi, 

kemudian jumlah tersebut dapat dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak

menurut kadar bagian masing-masing.

Setiap ahli waris dapat menuntut haknya atas harta warisan secara perorangan

dan ia berhak atas apa yang didapatnya itu tanpa terikat kepada ahli waris yang

lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi

mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban yang 

dalam ilmu ushul fikih disebut “ahliyatul wujub4”

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dikaji dari aturan-aturan Al-Quran 

yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 11, 12 dan 176 surat 

An-Nisaa menjelaskan secara terperinci hak masing-masing ahli waris menurut 

bagian tertentu dan pasti. Dalam bentuk yang tidak pasti pun seperti anak laki-laki 

dengan anak perempuan dalam surat An-Nisaa ayat 11 dan saudara laki-laki 

bersama saudara perempuan dalam ayat 176, dijelaskan juga perimbangan

4 /bit., halaman 165
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pembagiannya yaitu bagian laki-laki sebanyak bagian dua anak perempuan. Dari 

perimbangan yang dinyatakan itu akan jelas pula bagian masing-masing ahli 

waris.

Bila telah terlaksana pembagian secara individual untuk setiap ahli waris 

maka selanjutnya adalah hak masing-masing untuk menggunakan harta itu; 

apakah akan mereka gabungkan untuk dimanfaatkan bersama atau akan langsung 

mereka manfaatkan sendiri-sendiri. Menurut uraian di atas, jelaslah bahwa hukum

kewarisan islam menjalankan asas bilateral individual sesuai dengan sifat

kekeluargaan yang parental.

Sistem kewarisan di Indonesia dapat dijumpai 3 macm sistem kewarisan yaitu

sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kollektif, dan sistem kewarisan 

majorat5, hal tersebut dikemukakan atas dasar ayat-ayat kewarisan dalam Al Qur’an 

antara lain seperti yang tercantum masing-masing dalam ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176 

surat An- Nisaa (Q.S.IV). Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar 

untuk mendapat bagian harta peninggalan menurut Al Qur’an yaitu:

a. karena hubungan darah, ini ditentukan secara jelas dalam Al Qur’an surat An 

Nisaa ayat 7, 11, 12, 33 dan ayat 176. ( termuat juga dalam KHI pasal 172 dan 

174 suba)

b. hubungan semenda atau pernikahan (termuat dalam pasal 174 ayat 1 sub b)

5 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an. Jakarta: Tinta Mas, 1955
halaman 13
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:
Ec. hubungan persaudaraan seagama atau seiman, karenanya agama yang 

ditentukan oleh Al-Qur’an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta 

pewarisan (Q.S. Al Ahzab : 6).

d. hubungan kerabat karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan islam, 

meskipun tidak ada hubungan darah (Q.S.A1 Anfaal :75)

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat 

bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar golongan ahli waris menurut ajaran 

kewarisan bilateral dapat dibedakan di dalam 3 golongan, yaitu:

a. Dzul faraa-idh yaitu ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al Qur’an

b. Asabah yaitu ahli waris yang ditarik dari garis ayah

c. Dzul arhaam yaitu ahli waris menurut garis ibu.

(a). Dzul faraa-idh

Penamaan dzul faraa-idh untuk golongan ahli waris pertama ini dipergunakan 

oleh semua pihak yang mengemukakan ajaran mengenai hukum kewarisan dalam 

Islam. Dzul artinya mempunyai, adakalanya disebut dzawul atau dzawu. Al-faraa-idh 

kata jamak dari al-farii-dha, artinya bagian. Dengan demikian al faraa-idh atau dzul 

faraa-idh berarti orang yang mempunyai bagian tertentu. Maka dapat disimpulkan 

dzul faraa-idh ialah ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al Qur’an, yakni ahli 

waris yang memperoleh bagian warisan tetap tertentu yang tidak berubah-ubah6.

6 Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional, Jakarta: Tinta Mas, 1968, halaman 38
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Di antara dzul faraa-idh, ada yang selalu menjadi dzul faraa-idh saja dan ada pula 

yang sesekali menjadi dzul faraa-idh dan dalam kesempatan lain menjadi ahli waris 

yang bukan dzul faraa-idh. Semua pihak dalam ajaran kewarisan Islam mengenal dan 

mengakui adanya golongan ahli waris dzul-faraa-idh ini, baik mereka dari ajaran 

Syafi’i (golongan ahli Sunnah wal Jamaa-ah menurut sebutan Prof. Hazairin) baik 

ada dari ajaran kewarisan bilateral Hazairin, maupun dari ajaran kewarisan Syi’ah7

(b). Asa bah

Asabah dalam bahasa Arab berarti “anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak
o

bapak” Asabah menurut ajaran kewarisan patrilineal SjafI’i adalah golongan ahli 

waris yang mendapat bagian terbuka atau atau disebut juga memperoleh bagian sisa. 

Jadi bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah hak dzul faraa-idh, 

yaitu bagian yang telah ditentukan didalam Al Qur’an, setelah itu sisanya baru 

diserahkan kepada asabah. Dengan demikian apabila ada pewaris yang meninggal 

tidak mempunyai ahli waris dzul faraa-idh (ahli waris yang mendapat bagian 

tertentu), maka harta peninggalan itu akan diwarisi oleh asabah. Akan tetapi jika ahli 

waris dzul faraa-idh itu ada maka sisa bagian dzul faraa-idh menjadi bagian asabah.

7 • •Hazairin, Op cit halaman 16
8 M. Ali Hasan, Hukum Waris dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, halaman 26

8



(c). Dzul Arhaam

Dzul arhaam atau disebut juga dengan dzawul arhaam, arti kata dzul arhaam 

adalah “orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Dalam pengertian 

kewarisan patrilineal ini hubungan darah yang dimaksud dengan dzul arhaam ini 

adalah hubungan darah melalui pihak wanita saja”. Hazairin dalam bukunya “ Hukum 

Kewarisan Bilateral” memberikan perincian mengenai dzul arhaam menurut ajaran 

Ahlu-‘1-Sunnah, yaitu “ semua orang yang bukan dzul faraa-idh dan bukan asabah, 

dan pada umumnya terdiri dari orang yang termasuk anggota-anggota keluarga 

patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau 

anggota-anggota keluarga pihak ayah dari ibu9.

Suatu proses kewarisan pada prinsipnya akan terjadi jika memenuhi tiga unsur 

pokok yaitu adanya pewaris, ahli waris dan adanya harta peninggalan. Harta 

peninggalan yang akan diwariskan tersebut dapat berupa kebendaan yang dapat 

dibagi maupun kebendaan yang mempunyai nilai ekonomis namun tidak dapat 

dibagi-bagi seperti halnya hak atas merek

Pada dasarnya menurut Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 15 Tahun 2001 

tentang Merek menyatakan bahwa merek dapat dialihkan dengan cara-cara seperti 

berikut:

a. Warisan;

b. Wasiat;

c. Hibah;

9 Hazairin, op. cit.y halaman 15



I

d. Perjanjian; atau

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan 

Harta peninggalan yang berupa kebendaan yang tidak dapat dibagi secara

langsung dalam hal ini berupa merek harus masih terdaftar dalam Daftar Umum 

Merek agar merek tersebut dapat dialihkan kepada para ahli warisnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas 

permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul:

“PERALIHAN HAK ATAS MEREK DALAM PROSES PERWARISAN

DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM”

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang timbul dan akan dibahas

dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah merek dagang sebagai objek atau harta dalam pembagian warisan 

menurut hukum kewarisan islam?

2. Bagaimana tata cara pembagian harta warisan yang berupa merek dagang 

ditinjau dari hukum kewarisan islam dan hukum merek?

3. Bagaimana hambatan penyelesaian hak atas merek dagang dalam proses 

pewarisan menurut Hukum Islam?
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C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui secara jelas merek dagang tergolong sebagai objek atau 

harta dalam pembagian warisan menurut hukum kewarisan islam;

2. Mengetahui secara jelas tata cara pembagian harta warisan yang berupa merek 

dagang ditinjau dari hukum kewarisan islam dan hukum positif;

3. Serta menyelesaikan hambatan-hambatan yang timbul dalam proses peralihan 

hak atas merek dagang yang ditinjau dari hukum kewarisan Islam.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan:

L Secara teoritis

Untuk memperjelaskan aspek hukum mengenai tata cara pembagian

harta waris yang berupa merek dagang serta aturan apakah yang lebih pantas

dan relefan untuk digunakan dalam pembagian harta waris berupa merek

dagang tersebut serta bagaimana menyelesaikan hambatan dalam proses 

penyelesaian hak atas merek dagang pada pewarisan islam.

2. Secara praktek

Sebagai bahan informasi hukum bagi para praktisi atau masyarakat 

umum, serta para pelaku bisnis dalam kaitannya mengenai peralihan hukum 

merek dan hukum kewarisan.
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E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup untuk pemecahan masalah dalam skripsi ini dilakukan oleh 

penulis dengan menitik beratkan pada tata cara pembagian harta waris yang berupa 

merek dagang, serta aturan apa yang patut kita gunakan dalam pembagian harta 

warisan yang berupa merek dagang tersebut.

Dengan adanya pembatasan atau ruang lingkup dalam pembahasan demikian 

maka penulis akan lebih terarah dalam mengambil pemecahan masalah yang akan

dihadapi.

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Untuk mengkaji permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini, penulis 

menggunakan metode penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder 

belaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan normatif mencakup penelitian 

terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap 

taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, peraturan hukum, perbandingan hukum dan 

sejarah hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian ini akan digunakan 

metode pendekatan conceptual approach, yakni dengan konsep teori untuk
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pemahaman fakta yang dihubungkan secara langsung dengan mengamati objek materi 

yang diteliti dan pendekatan statuta approach, yaitu dengan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan dengan melakukan analisis-analisis terhadap 

pengertian yuridis dan ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan hukum

kewarisan Islam.

3. Bahan Hukum penelitian

Bahan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

a. Bahan- bahan hukum Primer, beberapa peraturan-peraturan perundang-

undangan yang berkenaan dengan Hukum Kewarisan Islam, Kompilasi

Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Hukum Merek Nomor 15 tahun 2001,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yang berupa bahan-bahan bacaan yang ditulis 

para ahli hukum, rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya di 

bidang hukum.

c. Bahan-bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan indeks majalah hukum.

4. Teknis Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, dianalisis secara mendalam dan 

komprehensif dengan cara deskripif analitis untuk menjawab permasalahan di 

dalam penelitian. Penggunaan teknis analisis bahan penelitian ini didasarkan pada 

pertimbangan, yaitu pertama, data yang ditulis beraneka ragam, memiliki sifat
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dasar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, serta tidak mudah untuk

dikuantitatifkan; kedua, sifat dasar yang dianalisis adalah menyeluruh dan

merupakan kesatuan yang bulat
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